PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk Badan
Pengelola Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6.

8.

10.

11.

12.

13

14

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.

. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000

tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Menetapkan

dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.



BAB | KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat
Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Purworejo.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
selanjutnya DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Purworejo.



Pasal 3

BPKD merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPKD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah

Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

melaksanakan pengelolaan Kekayaan Daerah;

menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; dan

g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.
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Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKD

mempunyai kewenangan:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /

atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yanq diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. menetapkan SPD;

j- melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan
investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

atas beban rekening Kas Umum Daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

Pemerintah Daerah;

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

melakukan penagihan piutang daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah;

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.
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BAB lll SUSUNAN
ORGANISASI Pasal 6

Susunan Organisasi BPKD terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendapatan Daerah, yang membawahi:
1. Sub Bidang Pajak;
2. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain;
3. Sub Bidang Perimbangan Keuangan.
d. Bidang Anggaran, yang membawabhi:
1. Sub Bidang Belanja Pegawai;
2. Sub Bidang Belanja Non Pegawai;
3. Sub Bidang Belanja Bantuan dan Pembiayaan.
e. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi:
1. Sub Bidang Belanja Pegawai;
2. Sub Bidang Belanja Non Pegawai;
3. Sub Bidang Bendahara Umum Daerah.
f. Bidang Kekayaan Daerah, yang membawahi:
1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
2. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi Aset;
3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpim oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daereah.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara
operasional dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf
d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
diatur lebih lanjut olah Bupati.



Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi BPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN
PERALIHAN Pasal 8

Semua Peraturan dan ketentuan yang ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VKETENTUAN
PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo; dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Penjabaran tugas pokok, wewenang dan tata kerja serta hal-hal lain yang belum
diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
atur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 21 Juli 2007

BUPATI PURWOREJO
Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal :21 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI D NOMOR 1
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H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M



